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KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang 4 bahwa wrusan sosial merupakan salah satu urusan wajib vang harus
diselenggarakan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah Kepada
masyarakat;

b. bahwa mengingat begitu banyaknva urusan sosial vang harus
diselenggarakan oleh Dinas Sozial selaku pelaksanaan urusan wajib
pelayanan dasar urusan sosial perlu memuat jenis dan mutu
pelayanan vang diberikan;

¢,  bahwa berdasarkan pertimbanpan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b lersebut diatas, perlu menetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Pulubh Kota
tentang Standar Pelayanan Dinas Sosial;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor || Tahun 2009 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sehagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undana-
Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubohan Kedua Anas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemeriniah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nemor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):

6, Peraturan Pemerintah Nomeorl8 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 ‘T'ahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 6178);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturun Presiden Nomor 82 tahun 2018
tentang Jaminan Keschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun Z019 Nomar 2107;
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Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor 63
Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan pelayvanan Publik;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman
Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kescjahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

Peraturan Menteri Sosial Nomar 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomaor 732);

Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor |3 Tahun
2016 tentamg Pembentukan dan Susunan  Perangkal [Daemh
(Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor
15):

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Pedomian Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luma Pulubh Kota (Berita
Dacrah Kabupaten Lima Puluh Kowa Nomor 31);

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018 Tentang
Peruhahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 53 Tahun
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta T'ata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota Tahun 2018 Nomer 77)

Standar PelayvananDinas SosialKabupaten Lima Paluh Kota sehagaimana
tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatwan wang utuh
dengan Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan
implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial. standar
Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota vang meliputi :

iz

4.

3.

Standar Pelayanan Pengurusan Surat Kelerangan lerdata dalam
Data terpadn Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Standar Pelayanan Penourusan Riekornendasi Kartu PBIOJK,
Pengaktifan Kartu Bayi bary Lahir dari Thu Peserta PRI dan
Perbedaan data Kepesertaan PBI JK

Standar Pelayanan Pengurusan Rekomendasi Pelaksanaan dan
Pelatihan Ketcrampilan ke Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi
Sosial.

Standar Pelayanan Rekomendasi Pengangkatan Anak (Adopsi
Anak).

Standar Pelavanan Surat Tzin Operasional Panti.

Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
wajib dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai acuan dalam memberikan
pelayanan dan penilaian Kinerja pelayanan oleh pimpinan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal Digsember 2019

S e, o
NIP. 19670816 1993408 1 00



Lampiran |
Momor
Tentang

Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
460/ 112/ Dinsos-LK/X11/2019
Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

I. STANDAR PELAYANAN PENGURUSAN SURAT KETERANGAN TERDATA
DALAM DATA TERFPADU KESEJAHTERAAN S0OSIAL (DTKS) DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN LTMA PULUH KOTA.

A. Komponen Standar Pelayan Yang Terkait Dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayvanan

#. Pemohon membawa surat pengantar dari Wali Nagan jika terdaftar
di Basis Data Terpadu (BDT);
b. Membawa fotocopy Karlu Keluarga (KK);
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a. Pemohon mengajukan persyaratan melalu petugas pelavanan; I
b. Petugas pelayanan menerima dan  memeriksa  kelengkapan '
persyaratan  pelavanan untuk  selanjutnya  diserahkan kepada |
Operator SIKS-NG; |

| . Operator melakukan cek Data Terpadu Kesejahteraan Sosial{DTKS)

Oinline berdasarkan NIK ;

d.Bila NIK tersebut telah terdaftar (VALID dan Padan dengan
DUKCAPIL) Operator mengunduh sural keterangan dari Aplikasi
SIKS-NG Online dan kemudian dicetak;

€. Operator SIKS-NG memberikan berkas ataw Surat  keterungan |
terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada |
Kasi ldentifikasi selaku Supervisor STKS-NG, Kabid Dayasos dan
Sekretaris Dinas Sosial untuk diparaf:

f. Operator SIKS-NG  memberikan berkas atau Surat keterangan
terdata dalam Data Terpadu Kesejahternan Sosial (DTKS) yang
telah diparaf Kepada Dinas Sosial untuk ditandatangani;

g Sclanjutnya Operator menyerahkan Surat Keterangan terdata di |
DTKS yang telah ditandatangani Kepala Dinas Kepada Petugas
Pelayanan untuk diserahkan kepada pemohon;

LY

langka

Penvelesaian

Wg}-&tu

Lebih Kurang 30 Menit

Biaya / Tarif

Ciratis |

Produk Pelayanan

Surat Keteranéz:mﬂTardata di DTKS

i Pengelolaan
Pengaduan

|. Lmail : dinsos kab50kota@gmail.com

2. Disampaikan melalui sural yang ditujukan kepada : Dinas Sosial |
Kabupaten Lima Puluh Kota Jin. Sockarmmo Hatta No 87 |
Payakumbuh




B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Pelayanan (MANUFACTURING)

I

Dasar Jukum

[¢)

Wl

h.

Undang-undangNomor 13 Tahun 2011 tenlang Penanganan
Fakir Miskin;

Permensos Nomor 28 Tabhun 2017 tentang pedoman verifikasi
dan validasi Data 'l erpadu Kesejahternan Sosial (DTKS):

. Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data

terpadu Kesejahteraan Sosial;

Sarana , Prasarana  dan 3. Loket Pelavanan
Fasilitas b. Ruangan Tunggu
<. Papan Informasi
d. Meja Isian Formulir
e, Kotak savan, dan
t. Komputer / Printer
3 | Kom petensi Pelaksanaan a. Memahami Peraturan I‘e_r;ﬁdﬁng-undaugnu vang berkaitan
dengan Data Terpadu Kescjahteraan Sosial (DTKS);
b. Kemampuan Mengoperasikan Komputer;
4 | Pengawasan Internal A, Supervisi atasan langsung; > e
b. Dilaksanakan secara berkelanjutan;
c. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi;
5 | Jumlah Pelaksana 4 Orang
6 | Jaminan Pelavanan I{eramahnnl"-etuga.i KejelasanProsedur, dan Ketepatan Waktu
7 |Jaminan  Keamanan  dan | Selama Proses Pelayanan, Pemohon dijamin aman secara fisik

Keselamatan Pelayanan

| Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Standar Pelavanan ini dilakukan minimal | (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun. selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan,

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tangaal ssember 2019

NIP. 19670816 199308 1 001




Lampiran [T
Nomior
Tentang

Kepulusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
460/ WA/ Dinsos-LK/X11/201%
Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Il. PENGURUSAN REKOMENDASI REAKTIFASI KARTU PBI JK, PENGAKTIFAN
KARTU BAYT BARU LAHIR DARI IBU PESERTA PBI, PERBEDAAN DATA

KEPESERTAAN PBI.JK

A, Komponen Standar Pelayan Yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

No | KOMPONEN UHAIAN
1 Persyaratan Pelayanan REAKTIFASI KARTU PENFERIMA BANTUAN I[URAN
JAMINAN KESEHATAN
e Surat Keterangan dari Wali Magari tentang kepesertaan
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
s Toto Copy KTP
¢ Foto Copy KK
* Foto Copy Kartu PBLJK :
PENGAKTIFAN KARTU BAY1 BARU LAHIR DARI 1BU
PESERTA PBI
* Sural Keterangan Kelahiran
¢ Foto Copy KTF orang tua
¢ Foto Copy KK orang tua
¢ Foto Copy Kartu Bl JK orang tua |.
PERBEDAAN DATA KEPESERTAAN PRI JK
¢ Surat Keterangan beda data dari Wali Nagari
+ Foto Copy KK |
s [oto Copy KTF |
e Foto Copy Kartu PBIJK
2 Sistem, mekanisme dan = s
P i PEMOHON _ﬂ+ OPERATDR
rosedur ” g —
KEPALA RASH
DINAS REHS505
! SEKRETARIS i
REH305
3 Jangka Wakiu | Lebih Korang 30 Menit
Penyclesaian
4 Biaya/ Tarif Ciratis
Produk Pelayanan | Surat Rekomendas: Reakiifas; Kartu PBI JK. Pengaktifan Kartu Bayi
5 ' Baru Lahir bagi ibu peserta PBI, Perbedaan Data Kepesertaan PBI JK
Pengelolaan Pengaduan | 1. Email : dinsos kabSOkota@gmail.com T
6 2. Disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada @ Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota Jin. Soekamo Hatta No 87
Payalumbuh




B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (MANUFACTURING)

1

[3asar Hukum

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
$2 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan:

¢. Keputusan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 rentang
persvaratan dan Tata cara Perubshan Data PBI JK;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Dacrah.

€. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2018
Tentang, Perubahan Atlas Peraturan Bupati Lima Puluh
Ko Nomor 53 Tahun 2016 Temtang Kedudukin,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Sosial;

f. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2019
Tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota;

2 | Sarana, Prasarana, dan/ atau | a. Papan Informasi
Fasilitas b. Kotak Saran
e. Kamputer/ Printer
3 | KompetensiPelaksana a. Memahami prosedur Pelayanan Penerima Bantuan luran
1 Jaminan Kesehan Nasional (PBIJKN )
b. Kemampuan mengoperasikan Komputer:
4 | Pengawasan Intemal Dilaksanakan seeara berkelanjutan.
5 | Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang : 1
i
& Jaminan Pelayanan Keramahan Petugas, Kejelasan Prosedur. dan Ketepatan
Waktu. [
7 Jaminan Keamanan dan | Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara fisik.

Keselamatan Pelayanan

|
8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Standar Pelayanan imi dilakukan minimal 1 (satu)
kali dalam | (satu) tabun, selanjumya dilakukan tindakan
perbaikan untwk menjaga dan  meningkatkan kinera
pelayvanan,

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal sember 2019

Harmen, SH
NP, 19670816 199308 1 001



Lampiran 11T : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Pulub Kota
Nomor : 460/ "4/ Dinsos-LK/XT1/2019
Tentang : Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

1L PENGURUSAN REKOMENDASI PELAKSANAAN DAN PELATIHAN
KETERAMPILAN KE PANTI SOSIAL DAN BALAT REHABILITASI SOSIAL

A. Komponen Standar Pelayan Yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

No | KOMPONEN URAIAN

| Persvaratan Pelayanan | I. PANTI SOSIAL ANAK TRIMURNI PADANG PANJANG
UUsia 6 s/d 16 tahun

Jenis Kelamin perempuan

Yatim, Matu, dan Y atim Platu

Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari.
Raporasli/SKHU dan STTB 5D dan SLTT.

Asli Surat Pindah sekolah/pindah rayon.

Asli Sural keterangan kesehatan tidak mengidap penyakit |
menular dar dokter.

Folo copy akte kelahiran

Permohonan dari orang tua/Wali Nagari (disediakan oleh
Panti Sosial)

Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyvak 5 lembar, 4x6
sehanyak 5 lembar. postcard 5 R beserta CD.

B & @

1. PANTI SOSIAL BINA GRAHITA HARAPAN IBU PADANG
o Penvandang Disabilitas Mental

Jenis kelumin laki-laki dan perempuan

Usia 15 «/d 35 tahun.

Foto Copy KTP orang tua.

Foto Copy Kartu Keluarga

Asli Surat Keterangan berdomisili dari Wali Nagari.

Asli Surat keterangan Tidak mampu dari Wali Nagari.

Asli Surat berbadan sehat dari puskesmas,

Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanvak 3 lembar,

Posteard (seluruh badan) sebanyak 1 buah.

Mampu didik dan mampu latih.

® & &5 & & % 8 & B

M. PANTI SOSIAL BINA NETRA TUAH SAKATO
PADANG
e llsia untuk jurusan Massape dan Shiatsu 15 s/d 30 tahun
dan untuk jurusan Musik usia 12 s/d 35 tahun.
Jenis Kelamin Laki-laki dan perempuan
Tidak penvandang disabilitas ganda.
Mampu didik dan mampu latih.
Fotocopy KTP/Asli Surat kelerangan domisili dari wali
Magari.
Asli Surat keterangan belum menikah dari Wali Nagari.
Asli Sura keterangan schat dari Puskesmas.
Pas folo ukuran 3 x 4 scbanyak 6 lembar.
Foto copy ijazah terakhir bagi yang pernah sekolah,

v, BALAI BESAR REHARBILITAST SOSIAL ANAK YANG
MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (BRSAMPK)
PEKANBARU-RIAU

s Usia 0 tahun s/d 18 tahun,
e Jenis kelamin laki-laki/perempuan

Tidak tamat SD, SLTP, dan SLTA (PutusSekolah)

Fotocopy ljazah Terakhir sebanyak | lembar

Fotocopy KITF dan KK

Fotocopy Akte Kelahiran

Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari.

Asli Surat keterangan berba dan schat dari puskesmas/

& & & & & @



T

Asli surat keterangan belum menikah dari Wali Nagari
Asli Surat keterangan sedang tidak bekerja dan vang
bersangkutan.

»  Asli surat keterangan berkelakuan baik dari Wali Nagari.
Surat  pemyataan  dan yang  bersanpkutan sanggup
mengikuti peraturan dan tata tertib di Balai.

e Pas foto berwarna ukuran 3 X 4 = 2 lembar dan ukuran 4 X
6 = 2 lembar.

= Membawa kartu Indonesia Sehat jika ada

V. PANTI SOSIAL BINA REMAJA LUBUK
ALUNG(PELATIHAN ANAK PUTUS SEKOLAH)

o Tidak tamat SD, SLTP, dan SLTA {PutusSekolah).

» Usia 15 s.d 21 Tahun.

s Jenis kelamin laki-laki

»  Fotocopy ljazsh Terakhir yang telah dilegalisir sebanyak 2

lembar (Pada waktu mendaftar membawa ijazah asli).

» Pas foto berwama terbaru dengan latar belakang biru
memakai baju berkrah, ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar, 3
x 4 sebanyak 3 lembardan 4 x 6 sehanyak 2 lembar.

Asli Sural keterangan tidak mampu dari Wali Nagari.

Asli Sural keterangan Berkelaknan Baik dari Wali Nagan.
Asli Sural keterangan Belum Menikah dari Wali Nagari.
Asli Surat Keicrangan Berba dan Sehat dan dari Dokter/
Puskesmas,

VL. BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS MENTAL DHARMA GUNA
BENGKULU(REHABILITASL DAN KETERAMPILAN BAGI
Eks.OrangDenganGangguandiva (ODGJ)

* Penyandang disabilitas mental ekspsikotik! yang telah
selesai mengikuti pengobatan di Rumah Sakit Jiwa.
Usia 15 s/d 60 Tahun.
Laki-laki dan perempuan
surat Permohonan dari orang tua kepada Kepala Panti
untuk di rehabilitasi ke Panti Bina Laras Bengkulu,
Asli Surat pengantar dari Wali Nagari.
Asli Surat Keterangan vang menyatakan dalam keadaan
lenang dari Rumah Sakit Jiwa, ;
¢ Fotocopy KTP dan KK/ Asli surat keterangan domisili dari |
Wali Nagari
Asli Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali Nagari.
= Pas Foto berwarna 4 X 6 scbanyak 4 lembar

VIL BALAT BESAR REHABILITAS] VOKASIONAL
BINADAKSA (BBRVBD)} CIBINONG JAWA BARAT
(PELATTHAN DAN KETERAMPILAN BAGI
PENYANDANG DISABILITAS FISIK)

& 1lsia 15 s/d 35 Tahun.

e [aki-laki dan perempuan

* Penyandang Disabilitas Fisik.

¢ Mampu didik dan mampu latih

» Totcopy Kartu TandaPenduduk (KTF) dan KK

* Foto Copy ljazah Terakhir Minimal SLTA

= AsliSuratKeteranganKelakukanBaikdar WaliNagari.

¢ Foto Posteard/! scluruhtubuh  vang  memperlihatkan
kecacatan,

* Kartu Indonesia Sehat, kalauada

e Pas photo berwarna ukuran 2 X 3 sebanvak 4 lembar, 3 X 4
sebanyak 4 lembar, 4 X 6 schanvak 4 lembar.

¢  Mampu didik dan mampu latih




VIIL. BALAT REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG
DISABILITAS  FISIK  (BRSPDF)BUDI  PERKASA
PALEMBANG(PELATIHAN, PEMBINAAN DAN
KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
FISIK)

e Usia 15 tahun sampai dengan 35 tahun.

e Jenis kelamin laki-laki dan perempuan,

= Penyandang disabilitas fisik.

* Penyandang disabilitas sensorik/ rungu wicara.
=  Mampu didik dan mampu latih.

e Fotocopy KTP dan KK

* Foto Copy ljazah Minimal SLTP

® Asli Surat keterangan belum menikah dari wali Nagari.
Surat keterangan sehat

Mengisi formulir BRSPDF

Photo posteard / seluruh tubuh | Lembar
Photo 4 X 6 4 Lembar

*  Mampu didik dan mampu latih

IX. PANTI SOSIAL RINA REMAJA “HARAPAN" PADANG
PANJANG(PELATTHAN ANAK PUTUS SEKOLAH)
s {Jsia |6 s.d. 20 tahun

* Jenis kelamin perempuan

¢ Tidak tamat SD, SLTP, dan SLTA (Putus Sekolah)

e Fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir sebanyak 2
lembar, pada waktu mendafar membawa ijazah asli, bagi
yang drop out membawa Surat Ketersngan dari Sckolah
yang bersangkutan dan fotocopy raport.

e Pas foto berwamna terbaru ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar,
3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 2 lembar.

s Asli Surat keferangan tidak mampu dari Wali Nagari,

¢ Asli Surat keterangan Berkelakuan Baik dari Wali Nagari.

® Asli Surat keterangan Belum Menikah dari Wali Nagari,

» Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dan dari Dokter/

Puskesmas.
|
2 Sistem, mekanisme dan
Broiediir PEMOHON PETUGAS
1 pravanan
KEPALA
DINAS
SEKRETARIS
_j Jangka Waktu | 1 (satu) sampai 2 (dua) hari kerja
Penyelesaian
4 | Biayal larif Gratis .
Produk Pelavanan Surat Rekomendasi untuk mengikuti Pelatihan Keterampilan ke Panti
5 Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial
Pengelolaan Pengaduan | 1. Email : dinsos.kab50kota/@pmail com
6 2. Disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Sosial

Kabupaten Lima Puluh Kola Jin. Scekamo Hatta No 87
Payakumbuh




B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Pelayanan (MANUFACTURING)

[ T Dasar Hukum a. Undang-Undang WNomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial
b. Undang-Undang MNomor 23 ‘lTzhun 2014 Tentang
Pemerintahan Daersh sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Dacrah.
¢. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkar Daerah.
d. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomeor 77 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota
Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Sosial.
2 Sarana, Prasarana, dan/ | a. Papan Informasi
atau Fasilitas b. Kotak Saran
¢. Komputer/ Printer
3 Kompetensi Pelaksana a. Memahami prosedur pelayanan pelaksanaan Aksesibilitas
PMKS dalam pengiriman klien wntuk mengikuti Pelatiban
keterampilan ke Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial.
h. Kemampuan mengoperasikan Komputer.
4 | Pengawasan Internal a. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
b. Konsistensi dalam memberikon teguran dan sanksi.
5 Jumlah Pelaksana 3 (Tiga) orang
H Faminan Pelayanan Keramahan Petngas, Kejelasan Prosedur, dan Ketepatan Waktu,
7 Jaminan Keamanan dan | Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secars fisik.
Keselamatan
R Evaluasi Kinerja | Evaluasi Standar Pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali
Pelaksana dalam 1 (satu) tahun, sclanjutnya dilakukan tindakan perbaikan
untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di Pavakumbuh
Pada tanggal Desember 2019

Harmen, SH
NTP. 19670816 199308 1 (1




Lampiran IV : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor : 460/ R/ Dinsos-LE/XT1/2019
Tentang : Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Pulubh Kota

IV. PENGURUSAN REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI ANAK)

A. Komponen Standar Pelayan Yang Terkait dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

[No | KOMPONEN

URATAN

(1 Persyaratan Pelayanan

Surat Permohonan dari COTA {Calon Orang ‘Tua Angkat) ke |
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melampirkan
syarat-syaratl sesuai dengan SOP (Standar Operasional).

=t

Sigiem, = mekanizme
danProsedur

= e

COTA FETUGAS
PELAYAMAN

SEKRETARIS

Jangka Waktu Penvelesaian

i {S:.'a-ru] ﬁa-mpai'i (dua) havi kerja

3
i | Biaya/ Tarf Gratis '
3 Produk Pelayanan Surat Rekomendasi
Pengelolaan Pengaduan 1. Email : dinsos.kabi0kota/@gmail.com
6 2. Disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas {

Sosial Kabupaten T.ima Puluh Kota Jin, Soekarno Hatta No 87
Payakumbuh

B. Komponen Standar Pelayanan

vang TerkaitdenganPelayanan (MANUFACTURING)

!T Dasar Hukum

8. Undang-Undang WNomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahieraan Sosial

| b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¢. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah,

d. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima
Puluh Kota Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serla Tala
Kerja Dinas Sosial,

2 | Sarany, Prasarana, dan/
Fasilitas

atau | a. Papan Informasi

3 | Kompetensi Pelaksana

b. Kotak Saran
¢. Komputer/ Printer
4. Memahami prosedur pelayanan pelaksanaan |

Pengangkatan Anak Bagi Calon Orang Tua Angkat
b. Kemampuan mengoperasikan Komputer.

4 | Pengawasan Internal

¢. Dilaksanakan secars berkelanjutan.
d. Konsistensi dalam memberikan teguran dan sanksi.

5 | Jumlah Pelaksana
& | Jaminan Pelavanan

4 (Empat) orang
Keramahan Petugas, Kejelasan Prosedur, dan Ketepatan




Jaminan Keamanan dan | Selama proses pelayanan, pemohon dijamin aman secara
Keselamatan fisik.

Evaluasi Kinerja Pelaksana Evaluasi Standar Pelayanan ini dilakukan minimal | (satu)

kali dalam 1 (satu} tahun, selanjutmya dilakvkan Monitoring
intuk melakukan penyempurnaan

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal ;

NIP. 19670816 199308 1 (W1




Lampiran V :  Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten 1.ima Puluh Kota
MNomor : 460/ {{NDinsos-LI/XII 2019
Tentang : Standar pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Y. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI

ANAK)

A, Komponen Standar Pelayan yang Terkait Dengan Pelayanan (SERVICE DELIVERY)

NO | KOMPONEN
1 Persyaratan Pelayanan

(o8 |

Sistenr, Mekanisme dan
Prosedur

URATAN 5 S — sy
¢. Permohonan lzin Operasional Panti;
d. Foto Copy Akta Motaris;
e. Foto Copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM;
f. TotoCopy KTP dan NFWF;
g. Surat tanda dafiar LK5 di Provinsi Sumatera Barat;
h. Foto Copy Sertifikat Akreditasi: dan
i. Susunan Pengurus
PEMDHON PETUGAS OPERATOR
FELAYANAN
KEPALA KASI
DINAS REHSOS
SEKRETARIS KABID
' REHSDE

h. Pemohon mengajukan permchonan melalui  petugas
pelayanan ( receptionist );

1. Pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan oleh staf;

Peninjauan lapangan (hila diperlukan);

Pemeriksaan dan verifikasi drafl Surat lzin Operasional

Panti Sosial oleh Kasi Kelembagaan, Kepahluwanan dan

Restorasi Sosial;

l. Penetapan Surat lzin Operasional Panti Sosial dan
penomaoran;

m. Penandatanganan Surat lzin Operasional Panti Sosial oleh
Kepala Dinas Sosial;

n. Penverahan Surat Izin Operasional Pantl Sosial dan tanda
terima (Surat Izin Operasional Panti Sosial ini berlaky
selama 5 (lima) tahun).

e e

3 Jangka Waktu Penyelesaian

I (Satu) Hari

4 | Biaya / Tarif

Giratis

5 Produk I‘eTai.;anun

Surat Izin Operagzional Panti Sosial

L Pengelolaan Pengaduan

|. Email ; dinsos.kab5Ukotai@email.com
2. Disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas

sasial Kabupaten Lima Puluh Kota




B. Komponen Standar Pelayanan yang Terkait Dengan Pelayanan (MANUFACTURING)

[;-:J;Ell' Hukum

B

. UL WO 23 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor - 30/

HUK/2011 Tentang Standar Pengasuhan Anak untuk
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

Peraturan Menteri Socsial RI Momor 184 Tahun 2011
Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan

Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penvelengparaan
Perizinan.

o ]

Sarana , Prasarana dan Fasilitas

Loket Pelayanan;
Ruangan Tunggu:
Papan Informasi,

Komputer / Printer, dan
ATK.

Kopetensi Pelaksanaan

o
h.
1.
j. Kotak saran;
k.
.
c.

Memahami Peraturan Perundang-undangan vang berkaitan
dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

d. Kemampuan Mengoperasikan Komputer

Jaminan Pelayanan

Keramahan Petugas, KejelasanProsedur,
danKelepatan Wakiu

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Selama Proses Pelayanan, Pemohon dijamin aman secara
Visik

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi Standar Pelayanan ini dilakukan minimal | (satu)
kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan tindakan
perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja
pelayanan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal ember 2019

NIP. 19670816 199308 1 001
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